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Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan .

Para pemangku kepentingan yang saya hormati, p uji syukur kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan lindungan - Nya sehingga
kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya untuk melanjutk an
perjuangan mengamankan pendapatan negara demi keberlangsungan Republik
Indonesia .

Tahun 2021 merupakan tahun yang p enuh dengan tantangan se kaligus
peluang bagi pemulihan ekonomi nasional . Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
berperan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang perpajakan, baik dalam
penerimaan negara maupun insentif perpajakan guna mendorong pertumbuhan
ekonomi.

Ultimate goal DJP tahun 2021 adalah pencapaian target penerimaan
sebagaimana diamanatkan dalam APBN dan alhamdulillah  pencapaian penerimaan
pajak sebesar Rpl. 277,53 triliun atau 103,9% dari target tahun 2021 sebesar
1.229,58 triliun. Suatu capaian yang sangat pantas disyukuri pada situasi
merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang
berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, perlambatan
perkembangan dunia usaha , dan investasi.

DJP senantiasa optimis dan berupaya untuk mengatasi segala tantangan,
sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan
masyarakat. Dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara
optimal, diharapkan mampu berperan menyediaka n pendanaan bagi pemerintah
dalam menghadapi pandemi Covid-19. DJP beserta seluruh jajaran berkomitmen
secara sungguh -sungguh akan selalu meningkatkan kinerja untuk memenuhi
capaian target yang diamanatkan.

#APBN SEHAT, INDONESIA SEJAHTERA.

Salam Sehat,
Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi om

Direktur Jenderal Pajak

Suryo Utomo

LAPORAN KINERJA

wdjp


%5b@NamaPejabat%5d

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ tantangan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan . Pelaksanaan
program dan kegiatan diwujudkan dengan penetapan sasaran/target Kkinerja secara
terukur sesuai misi organisasi .

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan
sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya
good governance . Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah unit eselon | yang be rkedudukan di
bawah Kementerian Keuangan. DJP merupakan salah satu instansi pemerintah
yang mempunyai peran an penting pada penerimaan negara. DJP memiliki jumlah
kantor operasional 5 98 unit kantor dan  45.542 pegawai yang tersebar di seluruh
penjuru tanah air.

LAKIN DJP tahun 2021 merupakan perwujudan tugas sebagai perumus dan
pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan . Sejalan dengan
hal tersebut, DJP menetapkan tujuan organisasi periode 2020 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkela  njutan .
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile , efektif, dan efisien.
Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan dalam pencapaian visi DJP yang

ditetapkan, yaitu: Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk

Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan  Administrasi

Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas , dan Berkeadilan V[ dengan

memperhatikan misi DJP yaitu

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia ;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan

hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis  inti berbasis digital didukung budaya organisasi

yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas,

profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP -389/PJ/2020).

DJP menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan
eksekusi strategi berbasis  Balanced Scorecard (BSC). BSC digunakan sebagai alat
manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke
dalam kerangka operasional . Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil
suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK).
Secara rinci data target , realisasi, dan capaian IKU DJP tahun 2021 dapat

disajikan sebagaimana tabel berikut
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Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu

-One DJP Tahun 2021

Kode Sasaran Strategis/ Taget N Realsas) Indeks
SS/IKU Indikator Kinerja Utama Capaian
Stakeholder Perspective (25%)

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
la CP | Persentase realisasi penerimaan pajak ‘ 100% ‘ 103,90% 103,90
Customer Perspective (15%)
2 Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif serta mendukung
kesinambungan fiskal
2a-CP | Indeks efektivitas kebijakan fiskal ‘ 80 ‘ 91,02 11378
3 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3a-N Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak 100% 102,40% 102,40
3al-N | Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan 100% 99,60% 99,60
Orang Pribadi
3a2-N | Persentase realisasi enerimaan ajak dari
kegiatan Pengawasan PeFr)nbayaran Masz (JPPM) 100% 105,19% 10519
4 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4a-N Persentase realisasi enerimaan ajak dari
kegiatan Pengawasan Kezatuhan MateriZIJ(PKM) 100% 10127% 10127
Internal Process Perspective (30%)
5 Formulasi kebijakan fiskal dan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang
berdaya saing
5a-CP | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas 100 113 113
5b-CP Persentasg pencapeuan kerjasama ekonomi dan 100% 100% 100
keuangan internasional
6 Formulasi peraturan perpajakan yang efektif

6a-N Persentase efektivitas peraturan perpajakan 100% 11850% 11850

6al-N | Indeks efektivitas peraturan 7 8,19 117

6a2-N | Persentase r§al|s§5| penerimaan dari peraturan 100% 166.92% 120

perluasan basis pajak
7 Edukasi, pelayanan dan kehumasan yang efektif

7a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan 4,10 4,10 100

7b-CP | Indeks efektivitas komunikasi publik 3,55 3,84 108,17

7c-N Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan 67% 79.55% 11873

penyuluhan
8 Penyelesaian permohonan yang berkualitas
8a-N Presentase  penyelesaian permohonan non - 90% 98.26% 109.18
keberatan tepat waktu
9 Pengawasan pembayaran masa yang efektif
9a-N Persentase pengawasan pembayaran masa 90% 100% 11n1
10 Pengawasan, penegakan hukum, dan  pengawasan
kepatuhan material yang efektif
10a- CP | Tingkat efek_t|V|tas pengawasan dan penegakan 100% 11904% 11904
hukum perpajakan
10ak CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 100% 11713% 11713

atas data dan/atau keterangan
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Kode Sasaran Strategis/ Target | Realisasi Indeks
SS/IKU Indikator Kinerja Utama g Capaian
10a2- Per'sentase nilai ketetapan dibayar pada tahun 40% 76.18% 120

CP berjalan
10a3- Persentase pemulihan kerugian pada pendapatan 100% 12114% 120
CP negara
10b-N | Persentase data yang valid 75% 80,53% 107,37
10c-N | Tingkat efektivitas keberatan/  banding/gugatan 100% 109,15% 109,15
10c:N | Persentase penyelesaian pengajuan keberatan 74% 94 07% 120
tepat waktu
10c2-N Pe-rsentase. jumlah putus.an yang .memp(.artahankan 44% 43 25% 98.30
objek banding/gugatan di pengadilan pajak
11 Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang optimal
11aCP | Indeks implementasi CRM dan  Tax Payer Account 100 11334 11334
11aiCP | Indeks pemanfaatan CRM 100 120 120
11a2 CP | Indeks implementasi  Tax Payer Account 100 106,68 106,68
11b CP | Persentase  keberhasilan  pelaksanaan joint 83% 100,69% 120
program
11cN ngkgt implementasi transformasi proses bisnis 100% 11798% 11508
perpajakan
11ciCP | Tingkat impl i i i isni
cicC ingkat implementasi transformasi proses bisnis 100% 150% 120

perpajakan (3C)

11c2 N | Tingkat implementasi integrasi aplikasi
pengawasan

100% 103,95% 103,95

Learning and Growth Perspective (30%)

12 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

12a CP | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar

I, 94,70% 96,84% 102,26
kompetensi jabatan
12b- CP | Indeks Integritas Organisasi 93,57 10135 108,31
12b1 CP | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI 100 11483 11483
WBK
12b2- Indeks | i
b ndeks Integritas 87,14 87,86 100,83
CP
12¢c-CP Persentase_ penyelesaian program IS RBTK dan 87.50% 98.59% 11267
Data Analytics
12d-CP | Tingkat implementasi learning organization 77 92,47 120
13 Pengelolaan keuangan yang optimal
13a CP | Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 90 97,93 108,81
13b-N [ Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,50% 95,83% 100,35
14 Sistem informasi yang andal
1l4a- CP | Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK 100 11747 11747
14al1- CP | Tingkat downtime sistem TIK 0,1% 0,0001% 120
14CaF2>— Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 87% 100% 11494
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 108,61
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Lata r Belakang

Pandemi Covid -19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap
perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan baseline
pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 202 1 Dampak pandemi yang
awalnya m enjadi masalah kesehatan, telah berkembang menjadi masalah sosial,
ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi tahun 202 1
mengalami tekanan yang berat dipengaruhi oleh adanya faktor ketidakpastian yang
sangat tinggi. Kondisi ini juga dipeng  aruhi oleh eskalasi jumlah kasus positif Covid -
19 baik di luar maupun dalam negeri yang masih terus meningkat serta adanya
second wave pandemi Covid -19 di dunia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah setingkat
Eselon | di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dalam
perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
perpajakan di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118PMK.01/20 21 tentang Organisasi dan Tata Ker ja Kementerian Keuangan , DJP
memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pajak sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. Lingkup pengelolaan
bidang pajak yang dikelola oleh DJP adalah administrasi atas pajak pusat yan g
meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea
Materai.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan
anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik ( good governance ) di lingkungan Kementerian Keuangan,
maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk
membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja ( LAKIN) DJP mengacu pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 20 20-2024
sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
77/PMK.01/2020 , serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 20 20-

2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-389/PJ/2020 .

Kedudukan , Tugas, Fungsi dan Struktur DJP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/20 21 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan , maka kedudukan, tugas , dan
fungsi DJP adalah sebagai berikut

1. Kedudukan
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Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan.
2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang p  erpajakan;

pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajak an;
pelaksanaan administrasi  DJP; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

@ "0 o0op

Peran Strategis

Komponen pendapatan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak, penerimaan
kepabeanan dan cukai, PNBP, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak utamanya
terdiri dari penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , dan
pajak lainnya di luar penerimaan Cukai dan Paja k Perdagangan Internasional (Bea
Masuk dan Bea Keluar). Penerimaan pajak diadministrasikan oleh DJP, sementara
penerimaan kepabeanan dan cukai diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai (DJBC ).

Gambar 1. 1 Kontrib usi Penerimaan Perpajakan dalam APBN
Tahun Anggaran 2017 -2022

10,24

9,76
[ ] ® . 833 8,33

(Rp Triliun)

15188 1.546,1

H

2017 201 2019 2020 2021 202

@ * thdp PDB @ Pertumbuhan (%) @ Penerimaan Perpajakan

Sumber: UU APBN dan Nota Keuangan 202 2, Advertorial RAPBN 202 2
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Penerimaan perpajakan di masa pemulihan tahun 202 2 diproyeksikan tumbuh
optimal 9,5% dengan fokus kebijakan mendukung pemulihan  ekonomi dan
melanjutkan reformasi

Dalam mencapai target penerimaan dalam APBN, DJP berusaha melakukan
optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan
menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri. llustrasi penerimaan pajak
merupakan kontributor utama  terhadap pendapatan negara yang dianggarkan di
dalam APBN treutama APBN tahun 2022  sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1. 2 llustrasi Penerimaan Pajak Tahun 2022
I L]
Penerimaon Pajok

Penerimaan Pajak Tahun 2022 Rp1.265,0 T

) 4
OIA

Pajak Lainnya
Pajak Penghasilan

Rp6809T

A PPN/PPNBM
 Rp554,4T

Pajak Bumi dan Bangunan

Rp184T
Sumber: UU APBN dan Nota Keuangan 2021, Informasi APBN 2021

Kebijakan Insentif Pajak sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan
ekonomi nasional dan penguatan transformasi ekonomi antara lain:
a. Perluasan Basis Perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi
berbasis kewilayahan
b. Penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat -adil yang disesuaikan
perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha
c. Inovasi penggalian pote nsi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi
dan keberlanjutan usaha
d. Insentif fiskal yang diberikan secara lebih terarah dan terukur untuk
kegiatan ekonomi strategis dengan multiplier kuat
e. Penegakan hukum berkeadilan dan mendorong kepatuhan WP
f. Perluasan kanal pembayaran pajak
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Struktur  Organisasi DJP

Organisasi DJP terdiri dari unit Kantor Pusat dan unit Kantor Operasional.
Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standar disasi teknis,
analisis dan pengembangan, serta pembinaan dan dukungan administrasi. Adapun
kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis
penunjang.

Gambar 1. 3 Gambar Struktur Direktorat Jenderal Pajak

Direktur Jenderal Pajak

Sekretariat - Kantor Unit
[;I:;Et: rr;llt Direktorat Pengkaji Wilayah P?I!::f‘?sna
KPP
KP2KP
Kantor Pusat Kantor Operasional
Sumber: Buku Renstra DJP Tahun 2020 -2024
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal  ;
2. 14 (empat belas) unit direktorat  ; dan
3. 4 (empat) jabatan tenaga pengkaiji.
Kantor operasional dan jumlah rincian di  lingkungan DJP terdiri atas
1. 34 (tiga puluh empat) Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) ;
2. 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar ;
3. 9 (sembilan) KPP Khusus;
4. 38 (tiga puluh delapan ) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya;
5. 301 (tigaratus satu) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ;
6. 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) ; dan
7. 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT).
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10.

11.

12.

13.

Tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut.
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada semua unsur di  lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Peraturan Perpajakan | mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat
paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan .

Direktorat Peraturan Perpajakan [I mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait
Pajak Penghasilan, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan
advokasi , dan harmonisasi peraturan perpajakan

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan
penagihan perpajakan

Direktorat Penegakan Hukum mempunyai tugas merumus kan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan
hukum perpajakan

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi
dan penilaian perpajakan.

Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan
banding.

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mempunyai tugas

merumuskan serta melaksan akan kebijakan dan  standardisasi teknis di
bidang potensi, kepatuhan, dan penenmaan.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.

Direktorat Data dan Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan
informasi perpajakan.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Day a Aparatur
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber
daya aparatur.

Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebi jakan dan standardisasi teknis di
bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi
proses bisnis.
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14. Direktorat Perpajakan  Internasional mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan
internasional.

15. Direktorat Intelijen Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang in telijen
perpajakan.
16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak mempunyai

tugas mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional
secara keahlian.

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
mempunyai tugas mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan
dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan
konsepsional secara keabhlian.

18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan
penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan
konsepsional secara keahlian.

19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan mempunyai t ugas mengkaji
dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan
penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

20. Kelompok jabatan fungsional, memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi DJP sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Sesuai dengan PMK 184/PMK.01/20 20 tentang Perubahan atas Peraturan
Menter i Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, unit kantor operasional terdiri dari:

1. Kantor Wilayah DJP
a. Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta
Khusus; dan
b. Kantor Wilayah Selain Kantor Wilayah Wajib DJP Pajak besar dan Kantor
Wilayah DJP Jakarta Khusus .
Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi,
bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di
bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang -
undangan .
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
a. KPP Madya
KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi,
pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya
berdasarkan peraturan perundang  -undangan.
b. KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus
KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di
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bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang - undangan.
c. KPP Pratama
KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi,
pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan,
dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam
wilayah wewenangnya berdasarkan per  aturan perundang -undangan.
3. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi
pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian
dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pe laksanaan
tugas dan fungsi KPP Pratama.
4. Unit Pelaksana Teknis
Selain unit kantor pelayanan, DJP juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:
1. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) setingkat Eselon
I;
2. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar;
Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Jambi;
4. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP).

w
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Gambar 1. 4 Struktur Organisasi DJP

Direktur Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Pengkayji

Bidang Pelayanan Perpajakan

1 Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi
Perpajakan

1 Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum
Perpajakan

bl Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM

Direktorat

9 Direktorat Peraturan
Perpajakan |

9 Direktorat Peraturan
Perpajakan Il

9 Direktorat Pemeriksaan &
Penagihan

9 Direktorat Penegakan
Hukum

1 Direktorat Ekstensifikasi &
Penilaian

1 Direktorat Keberatan &
Banding

9 Direktorat Potensi,
Kepatuhan, dan
Penerimaan

9 Direktorat Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat

1 Direktorat Data dan
Informasi Perpajakan

9 Direktorat Kepatuhan
Internal dan Transformasi
Sumber Daya Aparatur

9 Direkt orat Teknologi
Informasi dan Komunikasi

f Direktorat Transformasi
Proses Bisnis

9 Direktorat Perpajakan
Internasional

1 Direktorat Intelijen
Perpajakan
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Kantor Wilayah

Kanwil DJP Waijib Pajak Besar

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Kanwil DJP Aceh

Kanwil DJP Sumatera Utara |

Kanwil DJP Sumatera Utara Il

Kanwil DJP Riau

Kanwil DJP Kepulauan Riau

Kanwil DJP Sumatera Barat &

Jambi

Kanwil DJP Sumatera Selatan &

Kepulauan Bangka Belitung

Kanwil DJP Bangkulu & Lampung

Kanwil DJP Banten

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Kanwi | DJP Jakarta Utara

Kanwil DJP Jakarta Barat

Kanwil DJP Jakarta Timur

Kanwil DJP Jakarta Selatan |

Kanwil DJP Jakarta Selatan I

Kanwil DJP Jawa Barat |

Kanwil DJP Jawa Barat Il

Kanwil DJP Jawa Barat Il

Kanwil DJP Jawa Tengah |

Kanwil DJP Jawa Tengah II

Kanwil DJP DI Yogyakarta

Kanwil DJP Jawa Timur |

Kanwil DJP Jawa Timur Il

Kanwil DJP Jawa Timur IlI

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Kanwil DJP Kalimantan Selatan &

Tengah

Kanwil DJP Kalimantan Timur  dan

Utara

 Kanwil DJP Sulawesi Selatan,
Barat, dan Tenggara

1 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah,

Gorontalo, dan Maluku Utara

Kanwil DJP Bali

Kanwil DJP Nusa Tenggara

Kanwil DJP Papua , Papua Barat dan

Maluku
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Unit Pelaksana Teknis

9 Pusat Pengolahan Data
dan Dokumen Perpajakan
(PPDDP)

1 Kantor Pengolahan Data
dan Dokumen Perpajakan
(KPDDP) Makassar

1 Kantor Pengolahan Data
dan Dokumen Perpajakan
(KPDDP) Jambi

9 Kantor Layanan Informasi
dan Pengaduan (KLIP)

Kantor Pelayanan Pajak
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Sistematika Pelapora n

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021 adalah
sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran
yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab |. Pendahuluan

Bab Il.

Bab III.
A.

Bab IV.

Pada Bab ini di uraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan
LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi DJP; struktur organisasi DJP ; peran
strategis serta sistematika pelaporan.

Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, rencana
kinerja , refinement Kontrak Kinerja serta perencanaan anggaran .

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi.

. Realisasi Program Prioritas Nasional

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi  program yang termasuk dalam prioritas
nasional dan proyek unggulan DJP tahun 2021.

. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.

Kinerja Lain -Lain

Pada Sub B ab ini diuraikan inovasi, penghargaan/  achievement DJP.
Evaluasi

Pada Sub Bab ini diuraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah.

Penutup
Pada Bab ini di uraikan tentang redesain sistem penganggaran , Program
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan 2021.
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Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit
organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi.
Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP
Tahun 20 20-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan
strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan
kerangka pe ndanaan DJP untuk tahun 20 20-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 20 20-2024 mengacu pada
dokumen -dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional,
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20 20-
2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 20 20-2024, Agenda
Pembangunan yang terdapat pada  RPJMN tahun 2020 A 2024 telah sejalan dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals  (SDGS).
Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubunga n dengan DJP
adalah Agenda (1) : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

2) Penerimaan Negara yang Optimal.

3) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 20 20-2024 memuat:

1) Profil DJP .

2) Visi dan Misi DJP serta Nilai - nilai Kementerian Keuangan

3) Arah Kebijakan Kementerian Keuangan

4) Arah Kebijakan DJP .

5) Sasaran Strategis dan Target Kinerja.

6) Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 20 20-2024, visi DJP
adalah :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan
Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif,
Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian
algl OBl LU ® Bengeldla Kesiahigan Negara untuk ~ Mewujudka n Perekonomian
Indonesia yang Produktif, Kompetitif, qUP26QEB®S I VI T APUGI SE2I VI O

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak
Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP,  misi DJP adalah:
1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia .
2) Meningkatkan k epatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum
yang adil .
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3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi
yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas,
profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP -389/PJ/2020 ).

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah
tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

3. Penetapan Tujuan dan Arah Kebijakan
Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan
dengan menetapkan tujuan  DJP periode 2020 A 2024 yaitu:

Gambar 2. 1 Tujuan DJP periode 2020 -2024

egara yang optimal e

Birokrasi dan layanan publik ‘
yang agile, efektif, dan efisien '

Sumber: Renstra DJP 2020 -2024
Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung
agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan
Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah
sebagai berikut:
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Gambar 2. 2 Arah kebijakan dan strategi DJP

Kondisi yang ingin dicapai
dalam tujuan Penerimaan
Negara yang Optimal adalah
penerimaan negara dari sektor

pajak yang optimal.
a S a
Pengelolaan fiskal N 2 Birokrasi dan Layanan Publik

yt?:r?(eslzziftgin yang Agile, Efektif, dan Efisien:

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan a. Organisasi dan SDM yang
pengelolaan fiskal yang sehat dan optimal

berkelanjutan adalah kebijakan fiskal b. Sistem informasi yang
yang ekspansif dan konsolidatif. andal dan terintegrasi

c¢. Pengendalian dan
pengawasan internal yang
bernilai tambah

Sumber: Renstra DJP 2020 -2024

4. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi

Presiden Tahun 2020 IA 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 A 2024.
Dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah
dipahami, tertib dan memberi manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan
nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang -Undang (RUU) terkait dengan
pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020 A 2024, yaitu sebagai
berikut :
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Gambar 2. 3 Kerangka Regulasi DJP

N
L—I

RUU tentang Ketentuan RUU tentang Pajak
Umum dan Tata Cara atas Barang dan
Perpajakan Jasa
penggantianatasUndang penggantianatasUndang
UndangNomor 6 Tahun1983 UndangNomor 8 Tahun 1983
RUU tentang Bea tentang Ketentuan Umumdan tentang PajakPertambahan
Meterai Tata CaraPerpajakan Nilai Barangdan Jasa datPajak
penggantian atas Undang sebagaimandelah beberapa PenjualanatasBarangMewah
UndangNomor 13 Tahun kali diubah terakhir dengan sebagaimanaelah diubah
1985 tentang Bea Meterai UndangUndangNomor 16 terakhir denganUndang
Tahun 2009 UndangNomor 42 Tahun 2009

RUU tentang Ketentuan dan  PenggantianatasUndang penggantianatasUndang
Fasilitas Perpajakan Untuk ~ UndangNomor 7 Tahun1983  UndangNomor 12 Tahun 1985
tentang PajakPenghasilan tentang PajakBumi dan

Penguatan Perekonomian

(Omnibus Law) sebagaimanaelah beberapa Bangunansebagaimanaelah

kali diubah terakhir dengan diubah denganUndang-Undang

UndangUndangNomor 36 Nomor 12 Tahun 1994
Tahun 2008 i
) RUU tentang Pajak
RUU tentang Pajak Bumi dan
Penghasilan Bangunan
) .

Sumber : Renstra DJP Tahun 2020 -2024

5. Target Kinerja
Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator
Kinerja. Capaian keberhasilan DJP dapat diukur melalui indikator berikut
Tabel 2. 1Penjabaran Sasaran Strategis
No Tujuan/ Indikator
Sasaran Kinerja

Strategis 2020 2021 2022 2023 2024

Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan  Berkelanjutan
1. | Kebijakan Indeks 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dit. PP I,
fiskal yang efektivitas Dit. PP I,
ekspansif kebijakan fiskal Dit. PI
konsolidatif dan
sektor
keuangan
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No Tujuan/ Indikator Target
Sasaran Kinerja
Strategis 2020 2021 2022

Penerimaan Negara yang Optimal

2. | Penerimaan Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | seluruh
negara realisasi unit
dari sektor | penerimaan eselon Il
pajak yang pajak
optimal

3. Tingkat 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dit. PKP,

efektivitas Dit. DIP,
pengawasan Dit. P,
dan Dit.
penegakan P2, Dit.
hukum Gakkum
perpajakanl

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif,

4. | Organisasi Indeks 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | seluruh
dan SDM kepuasan unit
yang optimal | publik atas eselon Il

layanan
DJP

5. Sistem Persentase 1,97 11,99 | 48,05 |87,83 | 100 Dit. TPB
informasi penyelesaian
yang proyek
andal  dan | strategis TIK
terintegrasi

6. Pengendalia Indeks persepsi 80 82,5 85 87,5 90 Dit.

n dan integritas KITSDA
Pengawasan | pegawai

internal

yang bernilai

tambah

Sumber: Rencana Strategis DJP 20 20-2024

Rencana Kinerja

DJP menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi
strategi berbasis Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan rencana kinerja 2021
memperhatikan Renstra DJP 2020 -2024 dan Rencana Kerja DJP t ahun 2021.
Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perbandingan IKU pada Kontrak Kinerja, Renja dan Renstra 2021

Kode Indikator Kinerja Utama :
IKU 2021 Renja 2021 Renstra
1a CP Persentase realisasi | Persentase realisasi Persentase realisasi
penerimaan pajak penerimaan pajak penerimaan pajak
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Indeks efektivitas kebijakan Indeks efektivitas Indeks efektivitas
2a-CP | fiskal kebijakan fiskal dan kebijakan fiskal dan
sektor keuangan sektor keuangan
3a-N Tingkat kepatuhan tahun Tingkat kepatuhan _
berjalan Wajib Pajak Wajib Pajak
Persentase capaian tingkat Persentase  tingkat
kepatuhan penyampaian kepatuhan
3al-N | SPT Tahunan PPh WP formal WP Badan
Badan dan Orang Pribadi dan OP Non
Karyawan
Persentase realisasi
382-N pengrimaan pajak  dari
kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)
Persentase realisasi
penerimaan  pajak  dari
4a-N .
kegiatan Pengawasan
Kepatuhan Material (PKM)
Indeks penyelesaian Indeks penyelesaian | Indeks Penyelesaian
5a- CP | kebijakan / regulasi kebijakan / regulasi Kebijakan/Regulasi
prioritas prioritas Prioritas
Persentase pencapaian
5b-CP | kerjasama ekonomi dan
keuangan internasional
Persentase efektivitas
6a-N .
peraturan perpajakan
6al-N Indeks efektivitas
peraturan
Persentase realisasi
6a2-N | penerimaan dari peraturan
perluasan basis pajak
Indeks kepuasan pengguna Indeks kepuasan | Indeks Kepuasan
7a-CP | layanan pengguna layanan Pengguna
Layanan DJP
Indeks efektivitas Indeks efektivitas Indeks efektivitas
7b- CP | komunikasi publik komunikasi publik komunikasi
publik
Persentase efektivitas
7c-N | kegiatan edukasi dan
penyuluhan
Presentase penyelesaian
8a-N [ permohonan non -
keberatan tepat waktu
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Kode Indikator Kinerja Utama
IKU 2021
Persentase pengawasan
9a-N
pembayaran masa
Tingkat efektivitas
10a- | pengawasan dan
CP [ penegakan hukum
perpajakan
104t Persgntase !oenyelesalan
cp permintaan penjelasan atas
data dan/atau keterangan
10a2- P_ersentase nilai ketetapan
cp dlbgyar pada tahun
berjalan
10a3- Perse'ntase pemulihan
cp kerugian pada pendapatan
negara
10b- N | Persentase data yang valid
Tingkat efektivitas
10c-N | keberatan/
banding/gugatan
Persentase penyelesaian
10cl- .
N pengajuan keberatan tepat
waktu
Persentase jumlah putusan
yang mempertahankan
10c2- objek panding/gugatan di
N pengadilan pajak
11a | Indeks implementasi CRM
CP | dan Tax Payer Account
11al [ Indeks pemanfaatan CRM
CP
11la2 | Indeks implementasi Tax
CP Payer Account
Persentase keberhasilan
11b | pelaksanaan joint program
CP
Tingkat implementasi
11N transformasi proses bisnis

perpajakan

Renja 2021

efektivitas
dan
hukum

Tingkat
pengawasan
penegakan
perpajakan

Persentase jumlah
putusan yang
mempertahankan

objek b anding/gugatan
di pengadilan pajak

Renstra

Tingkat efektivitas
pengawasan
penegakan
hukum

dan

Persentase  jumlah
putusan

yang
mempertahankan
objek
banding/gugatan di
pengadilan pajak

Persentase
keberhasilan
pelaksanaan
program

joint
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Kode Indikator Kinerja Utama .
IKU 2021 Renja 2021 Renstra
11c1 Tingkat _ impleme_nte.\si
cp transformasi proses bisnis
perpajakan (3C)
11c2 ?I'ingkat. implemen.tasi.
N integrasi aplikasi
pengawasan
Persentase pejabat yang Persentase pejabat | Persentase pejabat
12a |telah memenuhi standar | yang telah memenuhi yang telah
CP | kompetensi jabatan standar  kompetensi memenuhi  standar
jabatan kompetensi jabatan
12b- | Indeks Integritas Organisasi Indeks Integritas Indeks Integritas
CP Organisasi
Tingkat pemenuhan unit
12b% ] o
cp kerja terhadap kriteria ZI
WBK
12b2- | Indeks Integritas Indeks persepsi
CP integritas pegawai
19¢- Persentase penyelesaian
program IS RBTK dan Data
CP .
Analytics
124 Tingkat implementasi Tingkat implementasi Tingkat
cp learning organization learning organization implementasi
learning organization
13a | Indeks kualitas pelaporan Indeks Opini BPK RI

CP | keuangan BA 15

Persentase kualitas

atas LK BA 15

Persentase kualitas

13b- N | pelaksanaan anggaran pelaksanaan
anggaran

10a- | Indeks kualitas pengelolaan
CP | sistem TIK

10at | Tingkat downtime sistem | Tingkat downtime Tingkat downtime
CP |TIK sistem TIK Sistem TIK

Persentase penyelesaian Persentase Persentase

10a2- . . .

cp proyek strategis TIK penyelesaian  proyek | penyelesaian proyek

strategis TIK

strategis TIK

Refinement Kontrak Kinerja
Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian
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Kinerja DJP merupakan sua tu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima
amanah dari Menteri Keuangan.

Perjanjian Kinerja tahun 2021 DJP berpedoman pada Visi dan Misi Presiden,
Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja. Peta Strategi DJP tahun
202 1 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 4 Peta Strategi DJP tahun 2021

* Presiden 1

.
% 5 * DFR Penerimaan negara
®  * Menteri Kenangan dari sektor pajak yang
£8 .mx optimal
B8« Masyaralae
v e 2
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= §_ ke ekspansif dan konsolidatif Kepatuhan tahun berjalan Kepatuhan tahun sebelumnya
é E serta mendukung yang tinggi yang tinggi
kesinambungan fiskal
/ Perencanaan \ { Pelayanan, Edukasi, Kehumasan, ./ Pengawasap nKepatul;lankuMawialdan \\
[ | dan Pengawasan Pembayaran Masa 8 e
Penyelesaian
permohonan yang
= D berkualitas 10
‘ormulasi kebijakan 7 Pengawasan,
fiskal serta kerjasama : penegakan hukum, dan
g ST T pengawasan
p2 internasional yang efektif 9 kepatuhan material
=% berdaya saing Pengawasan yang efektif
2 § pembayaran masa
58 yang efekdif |
£ -/ J/
5 =
Formulasi peraturan 1
jak: efektif i
R Transformasi Proses Bisnis J;?ﬁ,mm“
potensi penerimaan
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N —r- —r-
)
8% 12 n
13 A = -

E' § Organisasi dan SDM Pengelolaan keuangan Sistem ";m” yang
E & yang berkinerja tinggi yang optimal

Sumber: KK Kemenkeu - One DJP Tahun 2021

Dari peta tersebut tergambar bahwa jum lah Sasaran Strategis (SS) ada
sebanyak 14 (empat belas) SS dan diidentifikasikan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebanyak 25 (dua puluh lima) IKU dan 17 sub IKU . SS tersebut saling
berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapai an Visi
DJP.

DJP melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan
(refinement ) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke
tahun, melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU dan Target IKU, penetapan
IKU baru, dan penghapusan IKU,

Reformulasi IKU meliputi perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta
penaja man formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS.

1. Penetapan IKU baru

IKU baru yang ditetapkan dalam rangka mengukur proses bisnis dan
resources DJP yang selama ini belum terakomodasi dalam Kontrak Kinerja DJP.
Adapun rincian IKU baru adalah seba  gai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM).
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2. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Kepatuhan Material (PKM)

Persentase realisasi penerimaan dari peraturan perluasan basis pajak .
Presentase penyelesaian permohonan non - keberatan tepat waktu
Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase penyelesaian pengajuan keberatan tepat waktu

Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C)

Tingkat implementasi integ  rasi aplikasi pengawasan

© N kW

2. Penghapusan IKU antara lain:
1. Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan
fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)
2. Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan WP Non PP 23 yang
melakukan pembayaran
Indeks pencapaian ranking variable perpajakan dalam EoDB
Persentase implementasi delayering dan efisiensi belanja birokrasi
5. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN vyang telah
ditindaklanjuti

oW

Dari hasil Refinement dituangkan dalam KK Kemenkeu -One tahun 2021 dan

ditandatangai antara Direktur Jenderal Pajak bersama Menteri Keuangan . Pada KK
Kemenkeu -One DJP tahun 2021, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian
berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi , sebagai
berikut.

Tabel 2. 3 Perbandingan Target IKU tahun 20 20 dan 2021

Kode Sasaran Strategis/ Target Target
SS/IKU Indikator Kinerja Utama 2020 2021
Stakeholder Perspective (25%)
1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
la CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 100%

Customer Perspective (15%)

Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif serta mendukung

2 kesinambungan fiskal
2a- CP | Indeks efektivitas kebijakan fiskal 75 80
3 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3a-N | Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak 80% 100%
Persentase capaian tingkat kepatuhan
3al-N | penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan 80% 100%
Orang Pribadi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari
3az2-N kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) ) 100%
4 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi -
4a-N Pertc,entase realisasi penerimaan pgjak dari ) 100%
kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Internal Process Perspective (30%)
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Kode Sasaran Strategis/ Target Target
SS/IKU Indikator Kinerja Utama 2020 2021
5 Formulasi kebijakan fiskal dan kerjasama ekonomi dan keuangan
internasional yang berdaya saing
5a- CP | Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas 100 100
5b- CP Persentasg penca}paian kerjasama ekonomi dan 100% 100%
keuangan internasional
6 Formulasi peraturan perpajakan yang efektif
6a-N | Persentase efektivitas peraturan perpajakan - 100%
6al-N | Indeks efektivitas peraturan 6 7
6a2- N Persentase .reallsja5| penerimaan dari peraturan ) 100%
perluasan basis pajak
7 Edukasi, pelayanan dan kehumasan yang efektif
7a- CP | Indeks kepuasan pengguna layanan 4 4,1
7b- CP | Indeks efektivitas komunikasi publik 3,50 3,55
7e-N Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan 67% 67%
penyuluhan
8 Penyelesaian permohonan yang berkualitas
8a-N Presentase  penyelesaian permohonan non - ] 90%
keberatan tepat waktu
9 Pengawasan pembayaran masa yang efektif
9a-N | Persentase pengawasan pembayaran masa - 90%
10 Pengawasan, penegakan hukum, dan pengawasan kepatuhan material
yang efektif
Tingk fektivi k
10a CP ingkat efe .t|V|tas pengawasan dan penegakan ) 100%
hukum perpajakan
10at | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 100% 100%
CP atas data dan/atau keterangan
10a2- Per.sentase nilai ketetapan dibayar pada tahun 40% 40%
CP berjalan
10a3- | Persentase pemulihan kerugian pada pendapatan 100% 100%
CP negara
10b-N | Persentase data yang valid 45% 75%
10c-N [ "Tingkat efektivitas keberatan/ banding/gugatan - 100%
10cL N Persentase penyelesaian pengajuan keberatan ] 74%
tepat waktu
P jumlah hank
10c2-N e.rsentase. jumla putus.an yang.memp.erta ankan 43% 44%
objek banding/gugatan di pengadilan pajak
11 Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang
optimal
11a CP | Indeks implementasi CRM dan  Tax Payer Account 100 100
1lal | k f RM
a ndeks pemanfaatan C 100 100
CP
11a2 | Indeks implementasi Tax Payer Account 100 100
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Kode Sasaran Strategis/ Target Target
SS/IKU Indikator Kinerja Utama 2020 2021
CP
11b CP Persentase  keberhasilan  pelaksanaan joint 75% 83%
program
11N Tlngkgt implementasi transformasi proses bisnis ] 100%
perpajakan
11ct | Tingkat implementasi transformasi proses bisnis ] 100%
CP perpajakan (3C) °
Tingkat implementasi integrasi aplikasi
11c2N - 100%
pengawasan
Learning and Growth  Perspective (30%)
12 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
124 CP Persentasg .pejabat yang telah memenuhi standar 88,70 94 70%
kompetensi jabatan %
12b- CP | Indeks Integritas Organisasi 93,57 93,57
12b%x | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI
cp WBK 100 100
12b2- | Indeks Integritas 87 14 87 14
CP
19¢-CP Persentase. penyelesaian program IS RBTK dan 85% 87.50%
Data Analytics
12d- CP | Tingkat implementasi  learning organization 75 77
13 Pengelolaan keuangan yang optimal
13a CP | Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 85 90
13b-N | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95% 95,50%
14 Sistem informasi yang andal
14a- CP | Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK 100 100
14al- | Tingkat downtime sistem TIK 0.1% 0.1%
CP
l4a2- | Persentase penyelesaian proyek strategis TIK
cp - 87%

Perencanaan Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran DJP TA 2021 pada pagu alokasi anggaran
ditetapkan sebesar Rp8.116.657.078.000. Kemudian, berdasarkan surat Menteri

Keuangan nomor S -30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan
Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, DJP diminta untuk
melaksanakan penghematan anggaran dalam rangka refocusing anggaran sebesar
Rp322.488.968.000. Selanjutnya, berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S -
584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 dan S  -127/MK.02/2021 tanggal 2 Agustus 2021,
DJP kembali diminta untuk melakukan pengurangan anggaran dalam rangka
refocusing dan realokasi anggaran sebesar Rp183.978.172.000.

Berikutnya, pada bulan September 2021, DJP mendapat penambahan

anggaran melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk
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insentif pegawai di Lingkungan DJP sebesar Rp199.935.532.000 yang disahkan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran melalui surat nomor S -744/AG.3/2021 tanggal 30
September 2021. Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, DJP mendapatkan
penambahan alokasi angga ran TA 2021 sebesar Rp3.336.412.000 yang dibiayai dana
hibah melalui program  Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM
MDTF) Tahap Ill Tahun Anggaran 2021, penambahan anggaran tersebut disahkan
oleh Direktorat Jenderal Anggaran melalui surat nomor S -803/AG.3/2021 tanggal
27 Oktober 2021 hal Pengesahan Usul Revisi Anggaran TA 2021 Unit Organisasi DJP
(Revisi IX). Kemudian yang terakhir, pada bulan Desember 2021 DIPA DJP
mendapat tambahan anggaran sebesar Rp26.485.224.000 dalam rangka
penyelesai an pagu minus belanja pegawai sebagaimana disahkan oleh Direktorat
Jenderal Anggaran melalui surat nomor S -1013/AG.3/2021 tanggal 28 Desember
2021 hal Pengesahan Usul Revisi Anggaran TA 2021 dalam rangka Penyelesaian
Pagu Minus Belanja Pegawai pada Unit Es elon | Lingkup Kementerian Keuangan.
Atas perubahan - perubahan tersebut di atas, total pagu akhir DJP pada tanggal 31
Desember 2021 menjadi sebesar Rp 7.839.947.106.000 dengan realisasi akhir
sebesar Rp 7.038.318.137.728 .

Tabel 2. 4 Pagu DJP TA 2021
PAGU DJP TA 2021

Kode

Uraian Volume | Satuan Pagu Akhir 2021 (Rp)
DIREKTORAT JENDERAL

7.839.947.106.000

Ekstensifikasi Penerimaan

Negara 30.788.569.000

Penggalian Potensi

SK | Penerimaan Pajak yang

Optimal

IKK | Persentase penambahan WP
1 hasil ekstensifikasi

Penanganan Keberatan/

4791

100 %

s Banding/ Gugatan 1630.101000

Penyelesaian Keberatan dan
SK . :

Banding yang Optimal
Persentase jumlah putusan

IKK 1 yang.mempertahar_]kan objek 44 %
banding/gugatan di
pengadilan pajak (DJP)

4794 Pengawasan dan Penegakan

Hukum 605.520.113000
Sinergi Pengawasan dan
SK | Penegakan Hukum yang
Efektif

Tingkat efektivitas

IKK 1 | pengawasan dan penegakan 100 %
hukum perpajakan

IKK 2 Persentase k_eb_erhasilan 85 %
pelaksanaan joint program
Perumusan Kebijakan
Administratif 12662.901.000

4795
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Formulasi kebijakan yang

SIS efektif dan efisien
IKK 1 L“d?ks PEMEIEEEEn 100 | Indeks
ebijakan / regulasi prioritas
4792 Pelayar_lan, Komunikasi , dan
Edukasi 187.080.115000
Kepuasan Pengguna Layanan
SK | dan Persepsi Positif Publik di
Bidang Penerimaan Pajak
IKK 1 Inde_ks efektivitas komunikasi (s?(ja Indeks
publik 4)
IKK 2 Tingkat kepuasan publik atas 82 Indeks
layanan DJP
6209 Pena_nganan Keberatan/
Banding/ Gugatan 8.005.747.000
Penyelesaian Keberatan dan
SK ) )
Banding yang Optimal
Persentase jumlah putusan
IKK 1 yang_mempertahar_]kan objek 44 %
banding/gugatan di
pengadilan pajak
6210 Pengawasan dan Penegakan
Hukum 56.359.630.000
Sinergi Pengawasan dan
SK | Penegakan Hukum yang
Efektif
Tingkat efektivitas
IKK 1 | pengawasan dan penegakan 100 %
hukum perpajakan
IKK 2 Persentase k_eb_erhasilan 85 %
pelaksanaan joint program
6211 Peru_m_usan_ Kebijakan
Administratif 17.988.163.000
SK Formulasi kebijakan yang
efektif dan efisien
IKK 1 [ naeks penyelesaian * = 100 | Indeks
kebijakan / regulasi prioritas
4771 Formulasi Kebijakan Fiskal
dan Sektor Keuangan 4.895.650.000
SK Kebijakan Fiskal Dan Sektor
Keuangan Yang Berkualitas
Indeks Penyelesaian
IKK 1 Kebijakan/Regulasi Prioritas — e
4706 | Legislasi dan Litigasi 1143.486 .000
SK Pelaksanaan bantuan hukum
yang optimal
persentase terpenuhinya
IKK 1 | permohonan bantuan hukum 95 %
pendampingan
4707 Pengelolaan Keuangan , BMN,

dan Umum

2.540.032.564.000
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SK

Pengelolaan Keuangan , BMN,
dan Umum yang Efisien
Efektif dan Akuntab el

IKK 1

Persentase kualitas
pelaksanaan anggaran

95

%

4708

Pengelolaan Organisasi dan
SDM

3.337.137.224.000

SK

Organisasi dan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang
Berkinerja Tinggi

IKK 1

Persentase Implementasi
delayering

100

%

IKK 2

Indeks kepuasan publik atas
layanan DJP

100

%

4709

Pengelolaan Risiko,
Pengendalian, dan
Pengawasan Internal

2.994.715.000

SK

Pengelolaan Risiko,
Pengendalian, dan
Pengawasan Internal yang
Efektif

IKK 1

Indeks persepsi Integritas
pegawai

82,5

Indeks
(skala
100)

IKK 2

Persentase rekomendasi
hasil pengawasan yang
ditindaklanjuti

90

%

4710

Pengelolaan Sistem informasi
dan teknologi

1033.672.128.000

SK

Sistem Informasi dan
Teknologi yang Andal

IKK 1

Tingkat Downtime Sistem TIK

0,1

%

IKK 2

Pembaruan sistem
administrasi perpajakan
(Core tax administration
system )

1199

%

6199

Pengelolaan Komunikasi dan
Informasi Publik

36.000.000

SK

Persepsi Positif dan
Dukungan Publik terhadap
Kementerian Keuangan

IKK

Indeks efektivitas komunikasi
publik

3,5
(skala
4)

Indeks

Sumber: Aplikasi KRISNA dan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN)
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Cover 1
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Bab IIl cover 2
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Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri K euangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014
tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER -12/PJ/2018 tentang Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tahapan akhir dari pengelolaan
kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kine rja. Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU
yang tersedia.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut :
Gambar 3. 1 Tahapan perhitungan NKO

Sumber: PER-12/PJ/2018 2018
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